SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 191 TAHUN 2019
TENTANG
KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa dalam rangka memberikan legalitas dan validitas

terhadap penetapan kelas jabatan di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
tentang tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Koordinator

Bidang Kemaritiman dan Investasi;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 206);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

-2-

3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 234) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 458);

4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Nomor 27.1/MENKO/MARITIM/XII/2015 tentang Kelas
jabatan  Pegawai di Lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya;

5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Nomor 154 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor
27.1/MENKO/MARITIM /XII/2015 tentang Kelas
jabatan  Pegawai di Lingkungan Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman;

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor B/1547/M.SM.04.00/2019
tanggal 17 Desember 2019 hal Persetujuan Perubahan hasil
Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman dan Investasi;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG KELAS JABATAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.

Menetapkan kelas jabatan pegawai di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

B~

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor
27.1/MENKO/MARITIM/XII/2015 tentang Kelas jabatan
Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Maritim dan Sumber Daya dan Keputusan Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 154 Tahun 2019
tentang Perubahan Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman Nomor 27.1/MENKO/MARITIM/XII/2015,
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Desember 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

NOMOR 191 TAHUN 2019

TENTANG KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI

I. KELAS JABATAN STRUKTURAL

KELAS
NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL UNIT ORGANISASI JABATAN
1. Sekretaris Kementerian Koordinator Sekretariat Kementerian
. o . 17
Bidang Kemaritiman Koordinator
2. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Deputi Bidang Koordinasi 17
Maritim Kedaulatan Maritim
3. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya | Deputi Bidang Koordinasi Sumber
17
Alam dan Jasa Daya Alam dan Jasa
e Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Deputi Bidang Koorsinasi 17
Infrastruktur
5 Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya | Deputi Bidang Koordinasi Sumber
’ Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan 17
Teknologi dan Budaya Maritim dan Teknologi dan Budaya Maritim
6. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sekretariat Kementerian 16
Maritim Koordinator
7: Staf Ahli Menteri Bidang Sosio- Sekretariat Kementerian
: . 16
Antropologi Koordinator
8 Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Laut Sekret.arlat R Guon 16
Koordinator
9. Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Sekretariat Kementerian
L : 16
Konektivitas Koordinator
h8: Kepala Biro Perencanaan dan Informasi IS{ekret.arlat Kemenierion 15
oordinator
11. ; Sekretariat Kementerian
Kepala Biro Hukum Kovidinator 15
12. Kepala Biro Umum Sekret.arlat Kementerian 15
Koordinator
12 Inspektur Inspektorat 15
14. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Deputi Bidang Koordinasi 15
Kedaulatan Maritim Kedaulatan Maritim
15. Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Deputi Bidang Koordinasi
. 2 s 15
Maritim Kedaulatan Maritim
16. Asisten Deputi Keamanan dan Deputi Bidang Koordinasi 15
Ketahanan Maritim Kedaulatan Maritim
L Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim Depni Biiang K.O.O wdingsi 15
Kedaulatan Maritim
18. Asisten Deputi Navigasi dan Deputi Bidang Koordinasi 15
Keselamatan Maritim Kedaulatan Maritim
19. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber 15
Sumber Daya Alam dan Jasa Daya Alam dan Jasa
20. . . . Deputi Bidang Koordinasi Sumber
Asisten Deputi Sumber Daya Hayati Daya dlein dan Jusa 15
21 Asisten Deputi Sumber Daya Mineral, Deputi Bidang Koordinasi Sumber 15
Energi dan Nonkonvensional Daya Alam dan Jasa
e Asisten Deputi Jasa Kemaritiman Deputi Bidang Koordinasi Sumber 15
Daya Alam dan Jasa
23. Asisten Deputi Lingkungan dan Deputi Bidang Koordinasi Sumber 15
Kebencanaan Maritim Daya Alam dan Jasa
24. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Deputi Bidang Koordinasi
15
Infrastruktur Infrastruktur
25. Asisten Deputi Infrastruktur, Deputi Bidang Koordinasi 15
Konektivitas, dan Sistem Logistik Infrastruktur
26. Asisten Deputi Infrastruktur Deputi Bidang Koordinasi 15
Pertambangan dan Energi Infrastruktur
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KELAS
NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL UNIT ORGANISASI JABATAN
27 Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Deputi Bidang Koordinasi 15
Perikanan dan Pariwisata Infrastruktur
28. Asisten Deputi Industri Penunjang Deputi Bidang Koordinasi
15
Infrastruktur Infrastruktur
Sekretaris Deputi quang Koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber
29. Sumber Daya Manusia, Ilmu ¥
: Daya Manusia, [lmu Pengetahuan 15
Pengetahuan dan Teknologi dan Budaya : .
o dan Teknologi dan Budaya Maritim
Maritim
30. Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan L Bldan}g Koordinasi Sumber
Maritim Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan 15
dan Teknologi dan Budaya Maritim
31. Asisten Deputi Pendayagunaan Ilmu Beput&Bldaqg Klo ordglam Su;n ber
Pengetahuan dan Teknologi Maritim AL B AHISIn, iy Pengeta uan LS
dan Teknologi dan Budaya Maritim
32 Asisten Deputi Budaya, Seni dan Olah Deputi Bldaqg KIO ordinasi Sumber
Raga Bahari Daya Manusxg, IImu Pengetahugp 15
dan Teknologi dan Budaya Maritim
33 Deputi Bidang Koordinasi Sumber
' Asisten Deputi Jejaring Inovasi Maritim Daya Manusia, [lmu Pengetahuan 15
dan Teknologi dan Budaya Maritim
34. . Sekretariat Kementerian
Kepala Bagian Program dan Anggaran Koordinator 13
35. ; 5 Sekretariat Kementerian
Kepala Bagian Persidangan Koordinator 13
36. Kepala Bagian Sistem Informasi dan Sekretariat Kementerian 13
Hubungan Masyarakat Koordinator
37 Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Sekre‘garlat Kementerisn 13
Koordinator
38. Kepala Bagian Perancangan Peraturan Sekretariat Kementerian 13
Perundang-undangan Koordinator
39. Kepala Bagian Advokasi dan Informasi Sekretariat Kementerian
: 13
Hukum Koordinator
40. . . Sekretariat Kementerian
Kepala Bagian Kerja Sama Koordiiator 13
41. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Sekretariat Kementerian 13
Laksana Koordinator
e Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol Sekret.arlat Remicaicriag 13
Koordinator
43. : ; Sekretariat Kementerian
Kepala Bagian Kepegawaian Roordinator 13
44, . Sekretariat Kementerian
Kepala Bagian Keuangan Koorditiatos 13
45. Kepala Bagian Rumah Tangga dan Sekretariat Kementerian 13
Perlengkapan Koordinator
46. ; Deputi Bidang Koordinasi
Kepala Bagian Program Kedaulatan Maritim 13
47. Kepala Bagian Ketatausahaan dan Deputi Bidang Koordinasi
o 13
Laporan Kedaulatan Maritim
48. Kepala Bidang Peraturan dan Deputi Bidang Koordinasi 13
Perundang-undangan Maritim Nasional Kedaulatan Maritim
49. Kepala Bidang Perjanjian Bilateral dan Deputi Bidang Koordinasi 13
Regional Kedaulatan Maritim
50. Kepala Bidang Hukum Laut dan Maritim | Deputi Bidang Koordinasi 13
Internasional Kedaulatan Maritim
51. Kepala Bidang Keamanan dan Deputi Bidang Koordinasi 13
Pengawasan Maritim Kedaulatan Maritim
52. Kepala Bidang Sumber Daya Ketahanan | Deputi Bidang Koordinasi 13
Maritim Kedaulatan Maritim
Kepala Bidang Keamanan dan C . .
58, Ketahanan Pulau Kecil, Terluar dan Deputi Bidang K.O.O rdinasi 13
Voo E Kedaulatan Maritim
Terisolir
54. Kepala Bidang Pemetaan dan Toponimi Deputi Bidang Koordinasi
T s 13
Maritim Kedaulatan Maritim
55. Kepala Bidang Perundingan Batas Deputi Bidang Koordinasi 13
Maritim dan Penyelesaian Sengketa Kedaulatan Maritim
56. Kepala Bidang Ekstensi Landas Deputi Bidang Koordinasi
; o 13
Kontinen Kedaulatan Maritim
57. Kepala Bidang Keselamatan Navigasi Deputi Bidang Koordinasi 13

Nasional

Kedaulatan Maritim
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KELAS
NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL UNIT ORGANISASI JABATAN
58. Kepala Bidang Keselamatan Navigasi Deputi Bidang Koordinasi 13
Internasional Kedaulatan Maritim
59. Kepala Bidang Penanggulangan Deputi Bidang Koordinasi 13
Kecelakan di Laut Kedaulatan Maritim
60: Kepala Bagian Program gzg:t;‘g ﬁa;fnl?;sr;ima& Samber 13
61. Kepala Bagian Ketatausahaan dan Deputi Bidang Koordinasi Sumber 13
Laporan Daya Alam dan Jasa
62. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Deputi Bidang Koordinasi Sumber
. 13
Daya Hayati Daya Alam dan Jasa
63. Kepala Bidang Pengembangan Produk Deputi Bidang Koordinasi Sumber 13
Sumber Daya Hayati Daya Alam dan Jasa
64. . ’ Deputi Bidang Koordinasi Sumber
Kepala Bidang Keanekaragaman Hayati Deye. Alarn dan Jasa 13
65. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Deputi Bidang Koordinasi Sumber 13
Daya Mineral Daya Alam dan Jasa
66. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Deputi Bidang Koordinasi Sumber
. 13
Daya Energi Daya Alam dan Jasa
67. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Deputi Bidang Koordinasi Sumber
: 13
Daya Nonkonvensional Daya Alam dan Jasa
68. Kepala Bidang Jasa Kepelabuhansn Deputi Bidang Koordinasi Sumber 13
Daya Alam dan Jasa
a9 Kepala Bidang Jasa Pariwisata Bahari Deputi Bidang Koordinasi Sumber 13
Daya Alam dan Jasa
70. . Deputi Bidang Koordinasi Sumber
Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Laut Daye Alam dan Jass 13
71. Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan | Deputi Bidang Koordinasi Sumber 13
Laut Daya Alam dan Jasa
72, Kepala Bidang Pengelolaan Deputi Bidang Koordinasi Sumber 13
Kebencanaan Maritim Daya Alam dan Jasa
73. Kepala Bidang Perlindungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber 13
Lingkungan Laut Daya Alam dan Jasa
74. ; Deputi Bidang Koordinasi
Kepala Bagian Program Infrastruktur 13
75. Kepala Bagian Ketatausahaan dan Deputi Bidang Koordinasi 13
Laporan Infrastruktur
76. Kepala Bidang Tata Ruang dan Deputi Bidang Koordinasi 13
Infrastruktur Konektivitas Antar Moda Infrastruktur
T Kepala Bidang Tata Kelola Transportasi Deputi Bidang Koordinasi 13
Terpadu Infrastruktur
78. Kepala Bidang Pengembangan Logistik Deputi Bidang Koordinasi
o 13
Maritim Terpadu Infrastruktur
79. Kepala Bidang Infrastruktur Mineral dan | Deputi Bidang Koordinasi
13
Batu Bara Infrastruktur
80. Kepala Bidang Infrastruktur Minyak dan | Deputi Bidang Koordinasi 13
Gas Bumi Infrastruktur
Bk Kepala Bidang Infrastruktur Kelistrikan ? epuli Bicang Koordindsi 13
nfrastruktur
82. Kepala Bidang Infrastruktur Pariwisata | Deputi Bidang Koordinasi 13
Bahari Infrastruktur
83. Kepala Bidang Infrastruktur Pengolahan | Deputi Bidang Koordinasi 13
Produk Perikanan Infrastruktur
84. Kepala Bidang Infrastruktur Pelayaran Deputi Bidang Koordinasi 13
Rakyat Infrastruktur
85. Kepala Bidang Industri Rekayasa, Deputi Bidang Koordinasi 13
Konstruksi dan Instalasi Infrastruktur
e Kepala Bidang Industri Manufaktur P eputi Bidang Koordinasi 13
nfrastruktur
87. . . Deputi Bidang Koordinasi
Kepala Bidang Industri Dasar Infrastealitii 13
88 Deputi Bidang Koordinasi Sumber
' Kepala Bagian Program Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan 13
dan Teknologi dan Budaya Maritim
. Deputi Bidang Koordinasi Sumber
89. Kepala Bagian Ketatausahaan dan Daya Manusia, [lmu Pengetahuan 13

Laporan

dan Teknologi dan Budaya Maritim
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KELAS
NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL UNIT ORGANISASI JABATAN
90 Deputi Bidang Koordinasi Sumber
' Kepala Bidang Pendidikan Kemaritiman | Daya Manusia, [lmu Pengetahuan 13
dan Teknologi dan Budaya Maritim
91. | Kepala Bidang Pelatihan Teknis o P Bty S porunii Susben
Kemaritiman aya Manusn?, IImu Pengetahufap 13
dan Teknologi dan Budaya Maritim
; . ; 2 Deputi Bidang Koordinasi Sumber
e Ezrf;?ig:r?:sg Sertilas: Fentest Daya Manusig, IImu Pengetahugn 13
dan Teknologi dan Budaya Maritim
93. Kepala Bidang Integrasi Sistem geputl Bldaqg Koordinasi Sumber
Observasi Kelautan aya Manumg, Ilmu Pengetahugp 13
dan Teknologi dan Budaya Maritim
94. Kepala Bidang Pemberdayaan geputi Bidaqg Koordinasi Sumber
Perindustrian Maritim e Manus@., limu Pengetahufap 18
dan Teknologi dan Budaya Maritim
95 Kepala Bidang Pengembangan Ilmu Deputi Bidang Koordinasi Sumber
' Pengetahuan Energi Baru Terbarukan Daya Manusia, [lmu Pengetahuan 13
Maritim dan Teknologi dan Budaya Maritim
; . Deputi Bidang Koordinasi Sumber
s gi%e:;aBéiirﬁiPengernbangan Senl dan Daya Manusig, IImu Pengetahugp 13
dan Teknologi dan Budaya Maritim
. Deputi Bidang Koordinasi Sumber
97. ﬁe;?tlﬁn Bidang Pengembangan Olahraga Diva Manusig, limu Penge tahugp 13
dan Teknologi dan Budaya Maritim
. Deputi Bidang Koordinasi Sumber
98. ggﬁagfalggﬁgrgi Penguatan Karakter Daya Manusig, Ilmu Pengetahugp 13
dan Teknologi dan Budaya Maritim
. i ; Deputi Bidang Koordinasi Sumber
ok giﬁéi?ﬁd:;r;g‘ﬁ;ﬁ rﬁgrligxam Produls Daya Manusig, IImu Pengetahugp 13
dan Teknologi dan Budaya Maritim
100. Kepala Bidang Jejaring Inovasi geputl Bldagg Koordinasi Sumber
Pariwisata Bahari aya Manus1g, [Imu Pengetahugp 13
dan Teknologi dan Budaya Maritim
101. Kepala Bidang Jejaring Inovasi geputl Bxdaqg ch> ordinasi Sumber
Pelayaran Rakyat aya Manusu.i, Ilmu Pengetahu.ap 13
dan Teknologi dan Budaya Maritim
102. . Sekretariat Kementerian
Kepala Subbagian Penyusunan Program Koordinator 10
103. Kepala Subbagian Penyusunan Sekretariat Kementerian 10
Anggaran Koordinator
104. Kepala Subbagian Dukungan Kebijakan | Sekretariat Kementerian 10
Strategis Koordinator
106. Kepala Subbagian Penyiapan Bahan Sekretariat Kementerian 10
Persidangan Koordinator
106. Kepala Subbagian Perumusan Hasil Sekretariat Kementerian 10
Persidangan Koordinator
195, Kepala Subbagian Sistem Informasi iekret.arlat eenterian 10
oordinator
108. Kepala Subbagian Pengelolaan Opini Sekretariat Kementerian 10
Publik Koordinator
109. Kepala Subbagian Publikasi dan Sekretariat Kementerian
; . 10
Dokumentasi Koordinator
110. Kepala Subbagian Pemantauan dan Sekretariat Kementerian 10
Evaluasi Kinerja Koordinator
111. : S Sekretariat Kementerian
Kepala Subbagian Pelaporan Kinerja Koordinatos 10
112. Kepala Subbagian Perancangan Sekretariat Kementerian
: 10
Peraturan Perundang-undangan Koordinator
113. Kepala Subbagian Evaluasi Peraturan Sekretariat Kementerian 10
Perundang-undangan Koordinator
114. Kepala Subbagian Penyusunan Naskah Sekretariat Kementerian
; 10
Hukum Koordinator
s Kepala Subbagian Advokasi Hukum Eekret.arlat Remiesienan 10
oordinator
116. Kepala Subbagian Dokumentasi dan Sekretariat Kementerian 10
Informasi Hukum Koordinator
117. Kepala Subbagian Kerja Sama Dalam Sekretariat Kementerian 10
Negeri Koordinator
118. Kepala Subbagian Kerja Sama Luar Sekretariat Kementerian 10
Negeri Koordinator
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KELAS
NO. NAMA JABATAN STRUKTURAL UNIT ORGANISASI JABATAN
119. . L Sekretariat Kementerian
Kepala Subbagian Organisasi Koordinator 10
120. Kepala Subbagian Tata Laksana Sekret.arlat Kementerian 10
Koordinator
121. Kepala Subbagian Pengelolaan Sekretariat Kementerian
i, . . 10
Reformasi Birokrasi Koordinator
122. Kepala Subbagian Kearsipan dan Sekretariat Kementerian 10
Persuratan Koordinator
123. Kepala Subbagian Protokol Sekret.arlat Kementerian 10
Koordinator
124. Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri Sekretariat Kementerian 10
Koordinator Koordinator
125. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris | Sekretariat Kementerian
. . . 10
Kementerian Koordinator Koordinator
126. Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Sekret.arlat Kementerian 10
Koordinator
127. Kepala Subbagian Perencanaan, Sekretariat Kementerian 10
Pengadaan, dan Pengembangan Pegawai | Koordinator
128. Kepala Subbagian Administrasi Sekretariat Kementerian 10
Kepegawaian Koordinator
129. . Sekretariat Kementerian
Kepala Subbagian Rumah Tangga Koordinator 10
130. . Sekretariat Kementerian
Kepala Subbagian Perlengkapan Koordinator 10
131. Kepala Subbagian Akuntansi dan Sekretariat Kementerian 10
Pelaporan Koordinator
132. Kepala Subbagian Perbendaharaan Sekret'arlat Kementerian 10
Koordinator
133. Kepala Subbagian Verifikasi Sekret.arlat Kementerian 10
Koordinator
134. Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat 10
Inspektorat
135. . Deputi Bidang Koordinasi
Kepala Subbagian Tata Usaha Kedaulatan Maritim 10
136. . Deputi Bidang Koordinasi
Kepala Subbagian Data dan Laporan Kedaulatan Maritim 10
137. Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Sumber 10
Daya Alam dan Jasa
138. . Deputi Bidang Koordinasi Sumber
Kepala Subbagian Data dan Laporan Daya Alam dan Jasa 10
139, . p - ;
39 Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi 10
Infrastruktur
140. . Deputi Bidang Koordinasi
Kepala Subbagian Data dan Laporan Infrastruktur 10
141 Deputi Bidang Koordinasi Sumber
’ Kepala Subbagian Tata Usaha Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan 10
dan Teknologi dan Budaya Maritim
142 Deputi Bidang Koordinasi Sumber
’ Kepala Subbagian Data dan Laporan Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan 10
dan Teknologi dan Budaya Maritim

II.

KELAS JABATAN NON STRUKTURAL

NO. NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA Ji{gk?iN
1 Analis Anggaran Ahli Madya 12
2 Analis Kebijakan Ahli Madya 12
3 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya 11
4 Perencana Ahli Madya 11
5 Analis Anggaran Ahli Muda 10
6 Analis Kebijakan Ahli Muda 10
7 Auditor Ahli Muda 10
8 Analis Kepegawaian Ahli Muda 9
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NO. NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA JK}?&?&N
9 Arsiparis Ahli Muda 9
10 Penerjemah Ahli Muda 9
11 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 9
12 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda 9
13 Perencana Ahli Muda 9
14 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 9
15 Pranata Komputer Ahli Muda 9
16 Analis Anggaran Ahli Pertama 8
17 Analis Kebijakan Ahli Pertama 8
18 Analis Kepegawaian Ahli Pertama 8
19 Arsiparis Ahli Pertama 8
20 Auditor Ahli Pertama 8
21 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 8
22 Penerjemah Ahli Pertama 8
23 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama 8
24 Perencana Ahli Pertama 8
25 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 8
26 Pranata Komputer Ahli Pertama 8
27 Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja 7
28 Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur 7
29 Analis Data dan Informasi 7
30 Analis Diklat 7
31 Analis Hukum 7
32 Analis Humas 7
33 Analis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia 7

Aparatur
34 Analis Infrastruktur 7
35 Analis Jasa Kelautan 7
36 Analis Keamanan 7
37 Analis Kerja Sama 7
38 Analis Kerjasama Luar Negeri 7
39 Analis Keuangan 7
40 Analis Materi Sidang 7
41 Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7
42 Analis Organisasi 7
43 Analis Pariwisata 7
44 Analis Perbendaharaan 7
45 Analis Perencanaan 7
46 Analis Potensi Kelautan 7
47 Analis Protokol 7
48 Analis Sistem Informasi 7
49 Analis Tata Laksana 7
50 Analis Tata Usaha 7
51 Analis Advokasi Hukum 7
52 Penata Laporan Keuangan 7
53 Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi 7
54 Penyusun Bahan Kebijakan 7
55 Penyusun laporan Keuangan 7
56 Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan 7
Perlengkapan
57 Ajudan 6
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NO. NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA JfgkﬁiN
58 Petugas Protokol 6
59 Sekretaris 6
60 Verifikator Keuangan 6
61 Pengadministrasi Barang Milik Negara S
62 Pengadministrasi Persuratan S
63 Pengelola Akuntabilitas S
64 Pengelola Akuntasi S
65 Pengelola Data 5
66 Pengelola Data dan Informasi S
67 Pengelola Data Temuan Pengawas 5
68 Pengelola Database Surat Perintah Membayar S
69 Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan S
70 Pengelola Keuangan 5
71 Pengelola Pengawasan S
72 Pengelola Penyelesaian Hasil Pengawasan 5
73 Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 5
III. KELAS JABATAN NON STRUKTURAL STAF KHUSUS MENTERI
NO. NAMA JABATAN NON STRUKTURAL IS
1 Staf Khusus Menteri 16

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN




	ca56723064fa97b1c67bd45595ed804d1053a93c285adaaabdbc474cbb11262c.pdf
	42f270629517b5412edcb292e64c8ea1920a5b1fd53874072e877b6157bcbd33.pdf
	33e10ea7988ea879b75beeb6e92259864a6ffbe43d61883630ae3b68c56095cb.pdf

	ca56723064fa97b1c67bd45595ed804d1053a93c285adaaabdbc474cbb11262c.pdf

